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PERANAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DI KOTA PEKANBARU

ABSTRAK

Donny Riyanto
157310569

Penelitian ini- bertujuan Untuk=mengetahui’ Peranan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kota-Pekanbaru Provinsi Riau dan
mengetahul Faktor Penghambat Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam
Pembentukan Peraturan Daerah Di Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Indikator Peranan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kota
Pekanbaru Provinsi Riau yang digunakan meliputi Pembahasan Peraturan, Rancangan
Usulan Peraturan Perda, Program. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian
deskriptif yang mana Lokasi penelitian dilaksanakan di.Kota Pekanbaru dan metode
kualitatif yakni menggambarkan kenyataan yang ditemui dilapangan secara apa
adanya. Penggunaan metode ini bertujuan untuk melihat peranan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru. dengan
menggunakan analisa: Survey melalui pengambaran sistematis dan menghimpun
fakta-fakta yang ada. Survey .dibatasi pada penelitian yang datanya dikumpul dari
informan yang dianggap peneliti sudah-mewakili. Informan penelitian ini Ketua
Dewan, Anggota Bidang Tata Ruang dan Insfrastruktur, Anggota Bidang Hukum,
Anggota Bidang Ekonomi, Anggota Kesejahtraan Sosial. Jenis pengumpulan data
terdiri dari data ‘primer, data sekunder.- Sementara teknis analisa data diperjelas
dengan hasil Observasi, wawancara, dokumentasi, data tersebut diolah dan dianalisis
untuk menjelaskan tujuan penelitian, kemudian dibandingkan dengan teori-teori yang
berhubungan dengan judul peneliti untuk diambil kesimpulan bahwa Peranan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kota Pekanbaru
Provinsi Riau dalam kategori Cukup Berperan.

Kata Kunci : Peran, Pelaksanaan , Fungsi DPRD



THE ROLE OF THE REGIONAL HOUSE OF REPRESENTATIVES IN THE
ESTABLISHMENT OF REGIONAL REGULATIONS
IN THE CITY OF PEKANBARU

ABSTRACT

Donny Riyanto
157310569

This study aims to determine the Role of the ‘Regional People’s Representative
Council in the Formation of Regional Regulations in Pekanbaru City, Riau Province
and to kmow the Inhibiting Factors of the Role of the-Regional People's
Representative Council in the Formation of Regional Regulations in Pekanbaru City,
Riau Province. Indicators of the Role of the Regional People’'s Representative
Council in the Formation of Regional Regulations in Pekanbaru City, Riau Province,
which are wused include  Discussion of Regulations, Draft Proposed Regional
Regulations, Programs. The type of research used is_descriptive research in which
the location of the research is carried out in Pekanbaru City and the qualitative
method is to describe the reality that is found in the field as it is. The use of this
method aims to.see the role of.the Regional People's Representative Council in the
Formation of Pekanbaru City Regional Regulations. by using Survey analysis
through systematic depiction and gathering the facts. The survey is limited to
research whose data is collected from informants who the researcher deems to be
representative. The informant: of this, |research “is the Chairperson of the Board,
Members of the Spatial Planning and Infrastructure Division, Members of the Legal
Affairs, Members of the Economy, Members of the Social Welfare. Types of data
collection consist of primary data, secondary data. While the technical data analysis
is clarified with the results of observations, interviews, documentation, the data is
processed and analyzed to explain the research.objectives, then compared with
theories related to the title of the researcher to conelude that the Role of the Regional
People's Representative Council in “the'.Formation of Regional Regulations in
Pekanbaru City Riau Province is'in the Enough Role category.

Keywords: Role, Implementation, Function of DPRD



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

dipusat pe

Pemerintah = Deé ~menyelenggaraka merintahannya  sendiri.
Pemerintahan dae i ¢ k terpisahkan

dari sistem

wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan urusan pemerintahan

dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan
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aspirasi masyarakat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia,
(Undang-undang 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah).

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan

nasional. Akan tete - erhasilan  pembangune - h sangat ditentukan
antara lain ﬂb‘ ‘Emmmﬁ%‘ !0 daya, baik
>U 9

0." ah dalam

‘ ber daya

pemerintahan daerah. Oleh karena Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di daerah mempunyai
peranan yang sangat penting dalam menentukan jalannya pemerintahan daerah.

Maka keberadaan DPRD dalam sistem pemerintahan Daerah dianggap sebagai
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perwujudan dari nilai-nilai demokrasi didaerah, sebagai pencerminan dari asas
umum penyelenggaraan negara yaitu demokrasi.

Selanjutnya sehubungan dengan kelembagaan dari DPRD dinyatakan

perundang-unda ang rancang bangun
pemerintah: a S g dae d‘ﬂ‘ esia adalah
sebagai unsur penyelengga ari pendistril :h_ Uasas ekutif didaerah,

DPRD buka jarakan pendistribusian kekuasaan legislatif dari DPR,

provinsi.
Selanjutnya dalam pasal 76 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003

tentang susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebutkan



bahwa DPRD Kabupaten/Kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah

yang berkedudukan sebagai lembaga pemerintahan daerah Kabupaten/Kota.

Untuk lebih jelasnya mengenai peranan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (DPRD)_Provinsi mempunyai tugas.dan wewenang adalah sebagai

berikut :

1.
2.

3.

o1

Membentuk peraturan daerah provinsi/bersama gubernur

Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah
provinsi tentang APBD provinsi yang diajukan oleh gubernur
Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda provinsi dan
APBD provinsi

Memilih gubernur

. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur kepada persiden

melalul menteri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan
pemberhatian

. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah

provinsi terhadap rencana perjanjian internasional didaerah provinsi

. Memberikan persetujuan.terhadap rencana kerjasama internasional yang

dilakukan oleh pemerintah provinsi

Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain
atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah
provinsi

. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan

peraturan perundang-undangan. (Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 101, (dalam Rahyunir Rauf,
2016. Posisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Sistem
Pemerintahan “Daerah, Marpoyan Tujuh Publishing, Pekanbaru Riau,
HIm. 151)

Selanjutya Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/kota juga memiliki

tugas kewenangan antara lain :

a. Membentuk Perda kabupaten/kota bersama Bupati/Walikota
b. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan perda mengenai
APBD kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/walikota.



. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan APBD

kabupaten/kota

. Memilih bupati/walikota
. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/walikota

kepada menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat
untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan:dan pemberhentian
Memberikan pendapat.dan pertimbangan kepada.pemerintah daerah
kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional didaerah.

.- Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional

yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota

Meminta laporan keterangan: pertanggung jawaban bupati/walikota
dalam penyelenggaraan pemerintahan daeralrkabupaten/walikota.
Memberikan persetujuan terhadap rencana Kerjasama dengan daerah
lain atau dengan pihak ketiga yang membebankan masyarakat dan
daerah. (Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, pasal 154, (dalam Rahyunir Rauf, 2016. Posisi
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Sistem Pemerintahan
Daerah, Marpoyan Tujuh Publishing, Pekanbaru Riau, HIm. 153)

Sedangkan tugas Komisi DPRD antara lain:

a.

Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
Melakukan pembahasan /' terhadap ' rancangan peraturan daerah

danrancangan keputusan DPRD

. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan

APBD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi

. Membantu pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian

masalah yang disampaikan kepala dearah atau masyarakat kepada

DPRD (DPRD Kota Pekanbaru)
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Adapun dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi, Kebupaten, Dan Kota mengenai Fungsi, Tugas, dan

puinyai tugas

Daerah dalam hal terjadinya kekosongan jabatan untuk menentukan

sisa masa jabatan lebih dari 18 ( delapan belas ) bulan :
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e.Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur kepada

presiden melalui Mentri , pengangkatan dan pemberhentian

bupati/wali kota dan wakil bupati/ wakil wali kota kepada Mentri

sebuah lembaga perwakilan rakyat didaerah kabupaten yang terdiri atas
angggota partai politik peserta pemilihan umum (Pemilu) yang dipilih

berdasarkan hasil pemilihan umum.
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Kota Pekanbaru sebagai satuan pemerintahan dalam menjalankan tugas,
fungsi, wewenang dan tanggung jawab pemerintahan di kelolah oleh

Pemerintah Daerah dan DPRD.

lebih j it dilihat
pada tabe
Tabel 1.1
No nisi
1 r J
1. "
I
’ linmas,
’ ‘ daerah,
’ . dan
' dan desa,
arsip dan
J
2. |1 |
‘ pangan,
dan
dan
perindustrian dan
koperasi dan UKM,
dunia usaha,
epariwisataan  dan  kebudayaan,
ketahanan pangan dan penyuluhan,
penanaman modal, BUMN,
pertambangan dan energi
3. Il 11 Bidang kesejahteraan sosial meliputi :
Kependudukan dan Capil, sosial
ketenagakerjaan dan transmigrasi,
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1 2 3 4
pendidikan pemuda dan olahraga,
kesehatan, RSUD, KB dan
pemberdayaan perempuan,
kesejahteraan masyarakat
4, '
Sumber
erintah dan
anggota De aj nomi daerah
dimasa yan g at kita sadari
ketika peme daerah secara
luas di kabu 3 Tahun 2014,
beberapa daera a sendiri untuk
dapat melaksana ’0 melatarbelakangi

adalah kenyataan .'Q ‘ m daya manusia dan
kemampuan keuangan dari pendapa sli.daerah yang dirasa sangat kurang,
(Wasistiono Sadu, dan Ondo Riyani. 2003, Penyunting, Etika Hubungan
Legislatif Eksekutif Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, Fokusmedia.

Jatinangor).
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Tetapi dari dua aspek tersebut kualitas sumber daya manusia disepakati

dari berbagai pihak sebagai faktor paling dominan terhadap pelaksanaan

otonomi daerah.

anaan Fungsi,
jgota dan/atau

harus dapat

legislasi, anggaran dan pengawasan, bekerja sama dengan kepala daerah untuk
mewujudkan cita-cita otonomi daerah yakni “ meningkatnya kesejahteraan

masyarakat®.
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Fungsi pertama Badan Legilatif dalam semua sistem demokrasi adalah
mewakili rakyat, dan fungsi kedua adalah membuat undang-undang atas nama
mereka (rakyat). Dalam konteks Indonesia, fungsi lembaga legislatif di daerah
(DPRD) secara eksplisit dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, yakni fungsi legislatif, fungsi anggaran dan
fungsi pengawasan. Dua fungsit /(l€gislasi ,dan  anggaran) menempatkan
hubungan kekuasaan Secara horisontal antara DPRD dan Kepala daerah,
sedangkan fungsi pengawasan menempatkan hubungan kekuasaan yang vertikal
di mana DPRD diberi wewenang untuk mengontrol pelaksanaan tugas-tugas
eksekutif dalam menjalankan tugas-tugas  pemerintahan,  pelaksanaan
pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di daerah.

Fungsi legislasi merupakan kewenangan membentuk Peraturan daerah
(Perda). Implementasi fungsisini baik DPRD maupun Kepala-Daerah diberi hak
untuk mengajukan rancangan Perda guna dibahas dan mendapatkan persetujuan
bersama antara DPRD dan Kepala Daerah. Dalam prakteknya, sangat jarang
ditemuai DPRD menggunakan hak inisiatifnya mengajukan usul Rencana Perda
sebagai bentuk tanggungjawabnya mewakili.rakyat menata kehidupan bersama
dalam penyelenggaraan otonomi darerah. Adapun beberapa Produk peraturan
daerah yang dihasilkan hingga tahap pengesahan bukan berasal dari DPRD

Kota Pekanbaru melainkan oleh pemerintah kota Pekanbaru. Untuk lebih
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jelasnya mengenai jumlah Peraturan Derah yang sudah disahkan oleh DPRD
Kota Pekanbaru Periode 2009-2014 ( peraturan masa jabatannya) dapat dilihat
dari tabel berikut ini :

Tabel 1. 2 Beberapa Peraturan Daerah.Kota Pekanbaru yang sudah
disetujui oleh DPRD Kota Pekan Baru Periode 2009-2014 atas
usulan Pemerintah Kota Pekanbaru.

No |Jenis Peraturan Daerah Kota Pekanbaru
1 | Perda No. 01 th. 2014 T'entang APBD! Kota Pekanbaru Tahun 2014

2 | Perda No.02 th. 2014 Tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah

3 | Perda No. Th. 2014 Tentang Perubahan APBD Kota Pekanbaru Tahun
Anggaran 2014

4 | Perda No. Th. 2014 tentang APBD Kota Pekanbaru Tahun 2015

Sumber : Kantor Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru 2021.

Kendati Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibentuk dan telah diberi
fungsi dan wewenang, tetapi berdasarkan pengamatan awal (pra survey), untuk
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terindikasi belum melaksanakan atau belum
melaksanakan fungsinya dan pengawasan dalam pembuatan peraturan daerah di
Daerah kota pekanbaru, adapun gejala-gejala fenomena yang ditemukan
dilapangan sebagai berikut :

1. Belum maksimalnya pembahasan perda kota pekanbaru bersama
bupati/walikota terkait menyetujui atau tidak menyetujui rancangan

peraturan daerah kabupaten/kota.
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2. Kurangnya peranan DPRD kota Pekanbaru dalam hal mengajukan usul
inisiatif rancangan peraturan daerah.

Keberhasilan suatu organisasi publik sangat ditentukan oleh Peranan yang

penulis terta kan penelitian dengan erans Perwakilan

Rakyat Dae

pagai berikut :

Bagaimana Pera at Daerah Dalam
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1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1.3.1 Tujuan Penelitian:

a. Untuk mengetahui Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam

keputusan

ini

digunakan sebagai bahan kajian bagi Universitas Islam Riau dalam
kajian-kajian selanjutnya serta dapat menambah ilmu pengetahuan

khususnya di bidang ilmu pemerintahan.
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BAB II
KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Kajian Pustaka

Sehubungs No erma i 5 enulis akan mencoba

untuk
at bagi seluruh

K atas nama dan

Menurut C.F Strong (dalam Syafiie, 1960 : 31) Pemerintah mesti
memiliki kekuasaan militer, legislatif, dankeuangan. Kemudian juga diilhami
olehteori Montesquieu (Trias Politika) yaitu Kekuasaan Eksekutif, Legislatif, dan
Yudikatif.

Menurut Samuel Edwar Finer (dalam Syafiiel885 : 32) pemerintah

harus mempunyai kegiatan terus menerus (proses), Negara tempat kegiatan itu

15
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berlangsung (state), pejabat yang memerintah (the duty) dan cara, metode serta
sistem (manner, method and system) dari pemerintah terhadap masyarakat.

Menurut Ndraha (2011:7) Illmu pemerintahan dapat didefenisikan

bidang leg

lembagaser

M

sebagai ilmu yang mepelajari proses politik (alokasi otoritatif nilai-nilai didalam
sebuah masyarakat) dalam penyelenggaraan pemerinthan sebuah Negara.
Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro dalam Yusri Munaf (2016:77),
pemerintah dapat dibagi dalam arti luas dan dalam arti sempit. Pemerintah dalam
arti luas meliputi seluruh fungsi kegiatan kenegaraan yaitu lembaga-lembaga

kenegaraan yang diatur secara langsung oleh UUD 1945 maupun lembaga-
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lembaga yang diatur oleh Undang-undang. Pemerintahan dalam paradigma lama
memiliki objek material Negara sehingga pemerintahan berorientasi pada

Kekuasaan, namun dalam paradigma baru pemerintahan dipandang memiliki

Negara me

Negara terse

yang diperintah memiliki ketaatan.

Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam Undang-
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Undang Dasar NKRI tahun 1945. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati

atau Walikota dan perangkat Daerah (UU 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 2 dan 3)

Menurut Surbakti (1999:168) istilah pemerintah dan pemerintahan

berbeda artinya, .dimana pemerintahan menyangkut tugas dan kewenangan,

sedangkan pemerintah merupakan aparat yang menyelenggarakan tugas dan

kewenangan Negara. Kemudian:istilah pemerintahan itu sendiri pengeritannya

dapat dikajiatau ditinjau dari tiga aspek :

a.

Ditinjau dari aspek kegiatan (dinamika), pemerintahan berarti
segala kegiatan atau usaha yang terorganisasikan, bersumber pada
kedaulatan dan berlandaskan pada dasar Negara.

Ditinjau  dari aspek  structural fungsional, pemerintahan
mengandung arti seperangkat fungsi Negara, yang satu sama lain
saling berhubungan secara fungsional, dan melaksanakan
fungsinya atas dasar-dasar tertentu demi tercapainya tujuan
Negara.

Ditinjau dari aspek tugas dan kewenangan Negara, maka
pemerintahan berarti seluruh tugas dan kewenangan Negara.

Sedangkan menurut-Ndraha, | (2021:78-79) pemerintah memiliki dua

fungsi dasar yaitu :

a.

Dari

Fungsi primer atau disebut dengan fungsi pelayanan yaitu fungsi
pemerintahan sebagai provider jasa-jasa public yang tidak dapat
diprivatisasikan termasuk jasa Hamkam, layanan civil dan layanan
birokrasi.

Fungsi sekunderatau disebut juga fungsi pemberdayaan yaitu
sebagai provider kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan
barang dan jasa yang mereka tidak mampu penuhi sendiri karena
masih lemah dan tak berdaya termasuk penyediaan, pembangunan
dan prasarana.

penjelasan diatas jelas bahwa fungsi pemerintah dalam

menyelenggarakan pemerintah terbagi tiga fungsi yaitu :

a.

b.

Fungsi pembangunan

Pungsi pemberdayaan
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c.  Fungsi pelayanan

Didalam ilmu pemerintahan, maksud dengan pemerintahanini berkaitan

dengan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan, jadi pemerintahan

ALY

prganisasi serta

dua orang atau

ALAN

telah ditentukan sebelumnya.
Senada dengan itu, organisasi dapat juga diartikan sebagai suatu system
yang terdiri dari pola aktivitas kerjasama yang dilakukan secara teratur dan
berulang-ulang oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan.
Menurut Robbins dan Judge, organisasi adalah unis sosial yang secara

sadar di koordinasikan, terdiri dari 2 orang atau lebih yang berfungsi secara relatif
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berkelanjutan untuk mencapai tujuan bersama atau serangkaian tujuan (dalam
Wibowo, 2013:1).

Menurut Kreitner dan Kinicki organisasi adalah suatu sistem yang

k persekutuan

| terikat dalam

dibentuk haruslah memiliki arah dan tujuan yang jelas yang telah ditetapkan
seelumnya. Jadi organisasi itu merupakan wadah bagi masyarakat (pemerintah)
untuk berkumpul dan melaksanakan suatu aktivitas untuk mencapai tujuan yang

telah ditetapkan sebelumnya.
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Jadi, organisasi sebagai wadah kegiatan manusia adalah alat untuk
pencapaian tujuan yang bermacam-macam. Karena beranekaragam macamnya
tujuan itu, maka beraneka macam pula bentuk dan susunan organisasi tersebut.

Organisasi bukanlah-sekedar kumpulan orang dan_sekedar pembagian
kerja, karena pembagian Kkerja hanyalah salah satu azaz organisasi. Untuk
pengertian organisasi yang_. berarti’ pembagian kerja lebih tepat dinamakan
pengorganisasian. Dalam ensiklopedi administrasi, pengorganisasian diartikan
sebagai rangkaian aktivitas menyusun suatu kerangka yang menjadi wadah suatu
atau segenap kegiatan usaha yang harus dilaksanakan untuk menetapkan dan

menyusun jalinan hubungan kerja.

2.1.3 Konsep Fungsi Pemerintah

Menurut Ndraha ( 2603; 75 ) fungsi pemerintahan adalah jenis tindakan
atau aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah dalam mencapai tujuan. Dalam
menjalankan roda pemerintahan, pemerintah mempunyai tiga fungsi yaitu :

a. Fungsi pengaturan, fungsi pengaturan ini dilakukan pemerintah dengan
membuat peraturan perundang-undangan yang akan mengatur hubungan
dalam masyarakat. Karena masyarakat menghendaki adanya aturan dan
tatanan yang disepakati-oleh semua pihak. Dalam hal ini pemerintah
adalah hak yang dapat melakukan, merupakan peraturan dan memberikan
sanksi bagi yang melanggarnya.

b. Fungsi pemberdayaan, dalam fungsi ini pemerintah dibebani kewajiban
untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan
pembangunan pemerintahan. Kecuali pemberdayaan itu juga dilakukan
pada kalangan para aparat itu sendiri, agar mereka lebih berkualitas
dalam melaksanakan secara optimal jika pelaksanaannya cukup tangguh
dan berbobot.

c. Fungsi pelayanan, merupakan fungsi utama pemerintah dan cukup
beragam, dengan adanya fungsi ini diharapkan pemerintah akan dapat
mewujudkan kehidupan yang lebih baik bagi rakyatnya.



22

Selain itu menurut Ndraha ( dalam Labobo, 2006;25 ) pemerintah memiliki
dua fungsi dasar yaitu :

1. Fungsi primer (pelayanan)
Fungsi primer.adalah fungsi pemerintah®sebagai provider jasa-jasa
public..yang tidak.dapat diprivatisasikan termasuk juga hamkam,
layanan civil da layanan birokrasi.

2. Fungsi sekunder (pemberdayaan)
Fungsi sekunder (pemberdayaan) adalah dungsi pemerintah sebagai
provider kebutuhan-dan tuntutan yag diperintah akan barang dan jasa
yangmereka tidak mampu penuhi sendirikarena masih lemah dan tidak
berdaya (powerless) termasuk penyediaan dan pembangunan sarana
prasarana.

Selanjutnya Rsyid ( dalam Labobo, 2006 :26 ) berpendapat bahwa fungsi-
fungsi pemerintahan adalah :

1. Fungsi pengaturan
Fungsi pengaturan yang lazim dikenal sebagai fungsi regulasi denga
segala bentuknya dimaksudnkan. sebagai- usaha untuk menciptakan
kondisi yang tepat sehingga menjadi kondusif bagi berlangsungnya
berbagai aktivitas, selain terciptanya tatanan sosial yang baik
diberbagai kehidupan masyarakat.

2. Fungsi pelayanan
Fungsi pelayanan adalah memberikan pelayanan kepada seluruh warga
Negara dan selanjutnya akan membuahkan keadilan dalam masyarakat.

3. Fungsi pemberdayaan
Fungsi - pemberdayaan adalah mendorong kemandirian masyarakat
sehingga menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

4. Fungsi pembangunan
Adanya pemberdayaan, maka secara tidak langsung pembangunan
akan tercipta. Oleh karena itu seiring dengan hasil pembangunan dan
pemberdayaan yang dilaksanakan pemerintah, serta keterbatasan yang
dimiliki oleh pemerintah maka secara perlahan masyarakat dituntut
untuk secara mandiri menncukupi kebutuhannya.

Dengan fungsi yang diuraikan diatas, maka disini peran pemerintah sangat
penting dalam menjalankan fungsi pengaturan, pemberdayaan dan pelayanan.
Namun didalam menjalankan tiga fungsi diatas pemerintah menetapkan kebijakan

yang disebut dengan kebijakan pemerintah.
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2.1.4 Teori Manajemen
Menurut ~ Stoner  manajemen  adalah  proses  merencanakan,

mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi

dimana pada

keahlian dan

d 5

elah ditetapkan

nan merupakan

ang-orang dan

-AahaAn

tercapai (dalam

pekerjaan orang lain merupakan hal yang membedakan posisi manajerial dan non-
manajerial. Namun demikin, ada aturan yang mendasarinya, sehingga seorang
manajer tidak bisa semaunya melakukan apa yang diinginkannya setiap saat atau
setiap tempat.

Sedangkan manajemen menurut Siagian, (2003; 5) dapat didefinisikan dari

dua sudut pandang, yaitu sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan
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dalam rangka pencapaian tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang

untuk menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka

pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.

actuating,
baik ilmu
pengetahuanatau kea C dala ‘ gka mencapai
sasaran ya

Manajen; . : ; ‘ emukakan bahwa

ang lain (dalam

QQ.

Manajemen adalah engatur proses pemanfaatan

sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya secara efektif dan efisien
untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Manajemen terdiri dari enam unsur (6M)
yaitu : men, money, methode, materials, machines, dan market.

Unsur men (manusia) ini berkembang menjadi suatu bidang ilmu
manajemen yang disebut manajemen sumber daya manusia atau disingkat dengan

MSDM yang merupakan terjemahan dari man power management. Manajemen
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yang mengatur unsur manusia uni ada yang menyebutnya manajemen

kepegawaian atau manajemen personalia (personnel management).

Dalam hubungan ini perlu diperhatikan bahwa manajemen merupakan

metode, pas

dan efektif.

Sumber daya manusia alah satu faktor yang penting dalam
suatu organisasi atau perusahaan, disamping faktor lain seperti aktiva dan modal.
Oleh karena itu, sumber daya manusia harus dikelola dengan baik untuk

meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi, sebagai salah satu fungsi dalam

perusahaan yang dikenal dengan manajemen sumber daya manusia.
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Sumberdaya manusia kini makin berperan besar bagi kesuksesan suatu

organisasi. Makin banyak organisasi menyadari bahwa unsur manusia dalam suatu

organisasi dapat memberikan keuunggulan bersaing.

manusia m
pengawasa
pengintegra

berbagai tuj

“RALNRLATY

AL
0 s

= 2
2 g
N 5
= £

<
g 3

Menu
hubungan d
tujuan perusah

Menurut
mengatur hubungan ¢

Menurut  Marihot, sumber daya manusia
didefinisikan sebagai aktivitas yang dilakukan merangsang, mengembangkan,
memotivasi, dan memelihara kinerja yang tinggi dalam organisasi.

Maksud hal mengatakan bahwa sumber daya manusia dengan keseluruhan
penentuan dan pelaksanaan berbagai aktivitas, policy, dan pemeliharaan dalam

usaha meningkatkan dukungannya terhadap peningkatan dan efektivitas

organisasi dengan cara yang secara etis dan sosial dapat dipertanggung jawabkan.
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Aktivitas berarti melakukan berbagai kegiatan seperti perencanaan,
pengorganisasian, pengawasan, pengarahan, analisis jabatan, rekrutmen dan
sebagainya. secara etimologi manajemen sumber daya manusia merupakan
penggabungan dua konsep yang.secara maknawiyah memiliki pengertian yang
berbeda. Kedua konsep adalah manajemen dan sumberdaya manusia.

Sumber daya organisasi.secara garis' besar dapat dibedakan kedalam dua
kelompok; yaitu sumber daya manusia dan sumber daya non manusia. Sumber
daya manusia meliputi semua orang yang berstatus sebagai anggota didalam
organisasi yang masing-masing memiliki peran dan fungsi. Sumber daya manusia
adalah potensi manusiawi yang melekat keberadaannya pada seseorang yang
meliputi potensi fisik dan non fisik. Sedangkan sumberdaya manusia dalam
konteks organisasi publik dipahami sebagai potensi manusiawi yang melekat
keberadaannya ‘pada seorang, pegawai yang terdiri atas potensi fisik dan potensi
non fisik.

Sumberdaya nen manusia terdiri atas sumber daya alam, modal, mesin,
teknologi, material dan lain-lain. Kedua kategori sumber daya tersebut sama-sama
pentingnya, tetapisumber daya manusia merupakan faktor dominan, karena satu-
satunya sumber daya yang memiliki akal, perasaan, keinginan, karsa, kebutuhan,
pengetahuan, dan keterampilan,motivasi, karya dan prestasi dan lain sebagainya.

Manajemen Sumber Daya Manusia adalah suatu bidang manajemen yang
khusus mempelajari hubungan dan peranan manusia dalam organisasi perusahaan.
Unsur Manajemen Sumber Daya Manusia adalah manusia yang merupakan tenaga

kerja pada perusahaan. Dengan demikian, fokus yang dipelajari Manajemen
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Sumber Daya Manusia ini hanyalah masalah yang berhubungan dengan tenaga
kerja manusia saja.

Pada prinsipnya, sumber daya manusia adlah satu-satunya sumber daya
yang menetukan.corganisasi.»Organisasi_yang memiliki. tujuan yang bagus
dilengkapi fasilitas, sarana dan prasarana yang canggih, tetapi tanpa sumber daya
manusia yang baik, kemungkinan:sulit mencapai tujuannya. Sumber daya manusia
di pahami sebagai kekuatan yang bersumber pada potensi manusia yang ada
didalam suatu organisasi, dan merupakan modal dasar organisasiuntuk melakukan
aktivitas dalam mencapai tujuan.

Dengan demikian, sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam
sebuah organisasi, tanpa adanya sumber daya manusia maka akan berkurang
efektifnya kinerja dari sebuah organisasi. Tetapi sumber daya manusia juga perlu
dilatih agar lebih terampil dalam melakukan fungsi didalam job-nya.

Agar sumber daya manusia yang dimiliki dapat memberikan kontribusi yang
maksimal terhadap keberhasilan organisasi, maka agenda penting bagi pimpinan
organisasi dan khususnya divisi sumber daya manusia adalah mengidentifikasi
atribut atau kualifikasi yang relevan dengan.arah visi dan misi organisasi.

Banyak faktor yang menyebabkan sumber daya manusia memiliki kinerja
unggul, sehingga mampu mendorong kberhasilan organisasi. Faktor-faktor yang
dapat menentukan terhadap kinerja individu dalam berbagai literatur misalnya :
motivasi Kkerja, kepuasan kerja, desin pekerjaan, komitmen, kepemimpinan,
partisipasi, fungsi-fungsi manajemen, kejelasan arah karier, kompetensi, budaya

organisasi, sistem penghargaan, dan mungkin masih banyak lagi dari berbagai
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hasil penelitian sebelumnya. Yang mengidentifikasi faktor-faktor yang

berpengaruh terhadap kinerja individu.

kebijakan f
tertentu ya
yang berhul
Konsep kebijakan ini & : '_._ 0 jgguhnya dikerjakan
daripada apa

Me : AV adala Ke : politik  yang
dikembangka
dari kebijakan p . Isan [ irumuskan oleh apa yang

dibuat.

untuk melakukan (public policy is whtatener governments chouse to do our not to
do), konsep tersebut sangat luas kerena kebijakan public mencakup sesuatu yang
tidak dilakukan oleh pemerintah disamping yang dilakukan oleh pemerintah

ketika pemerintah menghadapi suatu masalah public, (dalam subarsono, 2009:2).
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Selanjutnya Menurut Ibrahim, (2004:2) kebijakan itu adalah prosedur
menformulasikan sesuatu berdasarkan aturan tertentu, disebutkan juga bahwa
kebijaksanaan itu bentuk nyata (praktis) dari kebijakan.

Menurut« Ndraha = (2003:498) yang dimaksud. dengan kebijakan
pemerintah adalah sebagai pilinan terbaik, usaha untuk memproses nilai
pemerintahan yang bersumber.-pada 'kearifan pemerintahan dan mengikat secara
formal, etik, dan moral diarahkan guna menempati pertanggung jawaban arti
pemerintahan di dalam lingkungan pemerintahan.

Kebijakan public adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan
oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politis, dan financial
untuk melakukannya. Kebijakan adalah seperangkat tindakan yang berorientasi
pada tujuan. Kebijakan public biasanya bukanlah keputusan tunggal, melainkan
terdiri dari beberapa pilihan-tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai
tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak Young and Quinn,(dalam
Suharto,2005:44).

Ada beberapa model yang dipergunakan dalam pembuatan public policy,
menurut Miftah Thoha mengutip Harold Laswell yaitu sebagi berikut :

a.  Model elit yaitu pembentukan public policy hanya berada pada

sebagian kelompok orang-orang tertentu yang sedang berkuasa.
Walaupun pada kenyataannya mereka sebagai preverensi dari nilai-
nilai elit tertentu tetapi mereka masih saja berdalih merefleksikan
tuntutan-tuntutan rakyat banyak. Oleh karena itu mereka cenderung
pengendalian dengan kontiniu, dengan perubahan-perubahan hanya
bersifat tamabal sulam.

b.  Model kelompok berlainan dengan model elit yang dikuasai oleh

kelompok tetentu yang berkuasa, maka pada model ini terdapat
beberapa kelompok kepentingan (interest group) yang saling

berebutan mencari posisi dominan. Jadi dengan demikian model ini
merupakan interaksi antar kelompok merupakan fakta sentral dari
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politik serta pembuatan public policy. Antar kelompok mengikat
diri secara formal atau informal dan menjadi penghubung
pemerintah dan individu.

c. Model kelembagaan yang dimaksud dengan kelembagaan yang
disini adalah klembagaan pemerintah.yang masuk dalam lembaga-
lembagaspemerintah seperti eksekutif«(presiden, menteri-menteri,
dan departemennya), lembaga« legislative .(parlemen) lembaga
yudikatif, pemerintah daerah, dan lain-lain. Dalam model ini public
policy dikuasai oleh lembaga-lembaga tersebut.

d. Model proses merupakan rangkaian kegiatan politik mulai dari
identifikasi masalah, perumusan. usul pengesahaan kebijaksanaan.
Pelaksanaan “dan evaluasinya. Madel, ini akan memperhatikan
bermacam-macam jenis kegiatan pembuatan  kebijaksanaan
pemerintah (public polcy)

e. Model rasialisme bermaksud untuk mencapai tujuan secara efisien,
dengan demikian dalam model ini segala sesuatu dirancang dengan
tepat, untuk meningkatkan hasil bersihnya.

f. ~ Model inkrimentalisme berpatokan pada kegiatan masa lalu dengan
sedikit perubahan. Dengan demikian hambatan seperti waktu,
biaya, dan tenaga untuk memilih alternative dapat dihilangkan.

g. Model sistem beranjak adil memperhatikan  desakan-desakan
lingkungan yang-antara lain berisi tuntutan, dukungan, hambatan,
atau keperluan, dan lain-lain yang mempengaruhi public policy.

Wahab mengemukkan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang
mengarahkan pada tujuan yang diusulkan seseorang kelompok dan pemrintah
dalam suatu lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya sesuatu masalah atau
hambatan tertentu dan menunjukkan kemungkinan-kemungkinan usulan kebijakan
untuk mencapai tujuan atau sasaran yang diinginkan.

Kemudian menurut mustopa mengatakan bahwa kebijakan adalah
keputusan suatu organiasasi yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan
tertentu, berisikan ketentuan-ketentuan yang di dapat dijadikan pedoman prilaku
dalam (1). Pengambilan keputusan lebih lanjut, yang harus baik kelompok sasaran

ataupun unit pelaksana kebijakan, (2). Penerapan ataupun pelaksanaan dari suatu
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kebijakan yang telah di tetapkan baik dalam hubungan dengan kelompok sasaran
yang dimaksudkan. (dalam nurcholis, 2005:158).

Menurut nugroho (2004:58) kebijakan public adalah keputusan yang

ntuk merealisasikan

isdom) karena
kebijaksanaan
adalah bagaima el - rbagai pejabat daerah.
usan peraturan
pemerintah yang oristi rakteristik umum ialah
Q kombinasi antara
&
Dalam melaksanaka ‘ public saat ini menunjukan
perkembangan paradigm baru, hal ini dilihat semakin berkembang tuntutan dan
kebutuhan masyarakat terhadap kualitas pelayanan public, perkembangan tersebut
membawa pengaruh perubahan pada sikap dan prilaku aparat pemerintah dalam
menyelenggarakan fungsi-fungsi pelayanan public, pandangan inilah yang

menjadi dasar pemikiran penulis bahwa aparat pemerintah semakiin dituntut
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untuk mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat sebaik-baiknya sesuai

dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

Selain daripada itu menurut Syafiie (2005;146) ada beberapa model yang

dipergunakan dalam pembuatan-kebijakan pemerintah, yaitu.sebagai berikut :

a.

b.

Model elit, yaitu pembentukan kebijakan pemerintah hanya berada
pada bagian kelompok orang-orang tertentu yang sedang berkuasa.
Model kelompok,. berlainan dengan.model elit yang dikuasai oleh
kelompok tertentu-yang berkuasa, maka.model ini terdapat beberapa
kelompok kepentingan yang saling berebutan mencari posisi dominan.
Model kelembagaan, yaitu model kelembagaan pemerintah.

Model proses, model ini merupakan rangkaian kegiatan politik mulai
daari identifikasi masalah, perumusan usul pengesahan kebijakan,
pelaksanaan dan evaluasinya.

Model rasialisme, model ini bermaksud untuk mencapai tujuan secara
efisian, dengan demikian model ini segala sesuatu dirangcang dengan
tepat dan meningkatkan hasil bersihnya.

Model sistem, model ini beranjak ' dari memperhatikan desakan
desakan lingkungan antara lain berisi tuntutan, dukungan , hambatan,
tantangan, rintangan, gangguan, pujian, kebutuhan atau keperluan dan
lain-lain yang mempengaruhi kebijakan politk.

Menurut pendapat Fiedrich+( dalam-Wibhawa 2011:2) kebijakan adalah arah

tindakan yang diusulkakn oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam

lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya . hambatan-hambatan atau

kesempatan-kesempatan dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan

suatu sasaran serta maksud tertentu.

Soebakti (dalam Wibawa 2011:190) bahwa kebijakan Negara merupakan

bagian keputusan politik yang berupa program prilaku untuk mencapai tujuan

masyarakat Negara. Jadi, kebijakan public sebgai tindakan yang dilakukan oleh

pemerintah, dan kebijakan public sebagai keputusan pemerintah yang mencapai

tujuan tertentu.
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Menurut Boediardjo (2009:20) kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan
yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih

tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Pada prinsipnya, pihak yanag

dalam kepustakaan i sional disebut sebagai pub itu suatu aturan

yang menga g ati rlaku mengikat

(%2}
e
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a. Kebijakan umum, vyaitu Kebijakan yang menjadi pedoman atau
petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun yang bersifat
negative yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang
bersangkutan.

b. Kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan
umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan
suatu undang-undang.

c. Kebijakan teknis, kebijakan operasional yang berada dibawah
kebijakan pelaksanaan.
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Proses dilakukan organisasi atau perorangan Yyang bertindak dalam
kedudukannya sebagai pejabat yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan
hokum dan peraturan yang dikeluarkan oleh legislative, eksekutif, yudikatif,
administrasi Negara dalam mencapai tujuan-dengan membuat program dan
melaksanakan berbagai kegiatan ntuk mencapai tujuan dalam bentuk kebijakan.
Menurut Lasswell dan Kaplan yang dikutip oleh,(Abidin,2004:21).

Aderson dalam ‘Wahab (2004:3) merumuskan kebijaksanaan sebagai
langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang actor atau sejumlah
actor berkenaan dengan adanya masalah atau persoala tertentu yang sedang
dihadapi. Oleh karena itu, kebijaksanaan menurut Aderson merupakan langkah
tindakan yang-sengaja dilakukan oleh actor yang berkenaan dengan adanya
masalah yang sedang dihadapi.

Abidin (2004:56) tidak semua mempunyai prioritas-yang sama untuk
diproses. Ini ditentukan oleh suatu proses penyaringan. melalui serangkaian
criteria. Berikut Ini criteria yang dapat digunakan dalam menentukan salah satu
diantara berbagai kebijakan :

a. Efektifitas, mengukur. suatu alternative sasaran yang dicapai dengan
suatu alternative kebijakan dapat menghasilkan tujuan akhir yang
diinginkan.

b. Efisien, dana yang digunakan harus sesuai dengan tujuan yang dicapai.

c. Cukup, suatu kebijakan dapat mencapai hasil yang diharapkan dengan
sumberdaya yang ada.

Masih menurut Abiin (2004:23) kebijakan public biasanya tidak bersifat
spesifik dan sempit, tetapi luas dan berada strategis. Sebab kebijakan public

berfungsi sebagai pedoman umum untuk kebijakan keputusan-keputusan khusus

dibawahnya.
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Menurut Koryati (2005:2007) kebijakan secara umum dapat dikatakan
sebagai rumusan pemerintahan yang menjadi pedoman tingkah laku guna

mengatasi masalah public yang mempunyai tujuan, rencana dan program yang

merupakan

organisasi

kemampu

dibuat berdasa

erat hubungannya satu sama lain untuk dolakukan oleh seorang pegawai tertentu
yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau

pelaksanaannya.
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2.1.9 TeoriPeran

Pemerintah pada dasarnya adalah sebuah sistem sosial. Unsur terkecil
dari sistem sosial adalah norma-norma (norms) yang bersangkuta yang kemudian
menciptakan peran-peran (roles).. Himpunan peran-peran akan membentuk sebuah
status. Himpunan dan hubungan fungsional antara status akan menciptakan
sebuah situs social.

Peranan menurut Taliziduhu Ndraha diartikan sebagai suatu perilaku
yang diharapkan dari atau telah ditetapkan bagi pemerintah selaku administrator
disetiap jenjang pemerintahan, (Ndraha, 1985:53). Sedangkan Miftah Thoha
merumuskan peran sebagai berikut :

“suatu rangkaian perilaku yang teratur yang ditimbulkan karena adanya
suatu kantor yang sudah dikenal, oleh karena peran yang dimaksud disini
menyangkut suatu jabatan ini berisikan seperangkat tugas, wewenang,
hak, kewajiban dan tanggung jaawab yang lazimnya dalam suatu
organisasi formil semua.ini tersimpul:dalam suatu uraian pekerjaan (job
description), maka setiap organisasi formil pada umumnya berusaha
mengembangkan suatu job description untuk menjelaskan secara lebih
terperinci tentang tugas, wewenang, hak dan tanggung jawab kepada
masing-masing orang yang telah ditentukan untuk menduduki jabatan
tersebut.

Pandangan peran yang lebih-luas bisa dilihat seperti berikut ini :

Dengan demikian kita dapat melihat bahwa alokasi peran hanyalah
sebuah solusi untuk masalah yang cocok dengan kapasitas manusia dan sumber
daya yang tersedia untuk pekerjaan atau fungsi yang harus dicapai. Inilah
sebabnya mengapa akses ke peran dalam sistem sosial diatur dengan kepemilikan
kualifikasi tertentu. Namun, ini bukan proses yang sepenuhnya objektif, bahwa

faktor kekuasaan, poitik, dan kesempatan beroperasi. Peran dalam organisasi
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formal ditentukan oleh aturan-aturan atau perjanjian-perjanjian yang mengikat

pada instansi formal tersebut, sedangkan peran dalam organisasi informal

ditentukan oleh kekuatan fisik dan bakat yang dia miliki.

oposisi sosial.

Dengan peran e » ik itu indivi pun organisasi akan

't
melibatkan pola pencipta . lawan dari perilaku atau
tindakan.(Soekanto, 2009:55)

Peran adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang
melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia
menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah

untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan

karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Yang dimaksud
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dengan peran adalah pola tingkah laku yang diharapkan dari seseorang yang
memangku status atau kedudukan tertentu.

Peranan mencakup tiga hal yaitu :

a.  Peranan meliputi.norma-norma-yang dihubungkan dengan posisi
atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini
merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing
seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.

b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan
oleh individu dalam masyarakat sebagai.organisasi.

c.  Peranan “juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang
penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peran bisa dikelompokan sebagai antarpersonal, interpersonal, dan

pengambilan keputusan.

a. Peran Antarpersonal

Semua manajer diharuskan melakukan tugas-tugas terkait seremonial

dan bersifat simbolis. Sebagai contoh, ketika rector perguruan tinggi memberikan
ijazah sarjana pada acara wisuda atau [secrang pengawas pabrik menjadi pemandu
tur pabrik untuk sekelompok murid sekolah menengah, ia Baik sebagai tokoh
utama (figurehead). Semua manajer memiliki peran_kepemimpinan. Peran ini
mencakup perekrutan,” pelatihan, pemberian »motivasi, dan pendisiplinan
karyawan. Peran ketiga dalam™ pengelompokan antarpersonal adalah peran
penghubung. Mintzberg mendeskripsikan aktivitas ini sebagai hubungan dengan
individu luar yang memberikan informasi kepada manajer tersebut. Individu luar
tersebut mungkin adalah individu atau kelompok di dalam atau di luar organisasi.
Manajer penjualan yang mendapatkan informasi dari manajer pengedalian kualitas

di perusahaannya sendiri mempunyai kerja sama hubungan internal. Ketika

manajer penjualan tersebut berhubungan dengan eksekutif penjualan lain melalui
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sebuah asosiasi perdagangan pemasaran, ia mempunyai suatu kerja sama

hubungan eksternal.

b.  Peran Informasional

sebagai peran
pemantau. k meneruskan
informasi i epada anggota organisasional. sebagai peran
penyebar. Sela anajer bertindak selaku j s ereka mewakili

organisasi di

peran terkait

menyelesaikan berbagai masalah yang tidak terduga. Sebagai pengalokasi sumber
daya, manajer bertanggung jawab menyediakan sumber daya manusia, fisik, dan
moneter. Terakhir, manajer memainkan peran negosiator, dimana mereka
mendiskusikan berbagai persoalan dan tawar-menawar dengan unit-unit lain demi
keuntungan unit mereka sendiri.

Adapun pembagian peran, dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut :
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1. Peran Aktif
Peran aktif adalah peran yang di berikan oleh anggota kelompok karena

kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus,

kepada kelompoknya gan ya gat berguna bagi

kelompok

taaNg

mpatan kepada

—
c
>
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1985:56).

Peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan
masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut
sebagai perangkat peran (role-set). Dengan demikian perangkat peran adalah
kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang

karena menduduki status-status social khusus, Merton dalam Raho, (2007:67).
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Peranan adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses
keberlangsungan.

Peranan sebagai “sesuatu perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang

yang menempati ‘ N masyarak ‘ gono, 1985:15).
am ‘Q%\\‘ .,@ . dari pihak
<> 0
dan kewajiban usa

S byt (Astid §

pemberian
Penting rana alah ka aku seseorang pada
batas-batas apat I : -H :.' buata atan orang lain.
Dimana peré
a. s i ' engan posisi atau
dalam arti ini

seseorang dalam

c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu atau

penting bagi struktur sosial masyaraka.
Sehingga dapat dinilai lebih lanjut peranan dinyatakan oleh Soekanto
mengemukakan bahwa Peranan adalah role yang merupakan aspek dinamis

kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya
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sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan. Perbedaan
antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang

ditujukan oleh organisa i del :.' ingsi dan misinya.
Oleh karena eni : 2 terh de . lik merupakan

apakah organisasi

Bambang Guritno dan Waridin (2005), kinerja merupakan perbandingan hasil
kerja yang dicapai oleh karyawan dengan standar yang telah ditentukan,
sedangkan menurut Hakim (2006) mendifinisikan Kkinerja sebagai hasil kerja yang
dicapai oleh individu dalam suatu perusahaan pada periode waktu tertentu, yang

dihubungkan dengan suatu ukuran nilai atau standar tertentu dari perusahaan

dimana individu tersebut bekerja.
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Agus Dwiyanto, dkk. mengemukakan pentingnya memahami atau
melakukan penilaian kinerja. Penilaian kinerja merupakan suatu kegiatan yang
sangat penting karena dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu
organisasi dalam_mencapai misinya.

Berdasarkan pendapat diatas, dapat dijelaskan bahwa kinerja berhubungan
dengan bagaimana melakukan«suatu pekerjaan dan menyempurnakan hasil
pekerjaan berdasarkan tanggung jawab namun tetap mentaati segala peraturan-
peraturan, moral maupun etika. Sejalan dengan pengertian diatas, Bernardin dan
Rusell (1993:379) menyebutkan bahwa : “Performance is defined as the record of
out comes product on a specified job function or activity during a specified
period®. (Kinerja merupakan tingkat pencapaian/rekor produksi akhir pada suatu
aktivitas organisasi atau fungsi kerja khusus selama periode tertentu).

Konsep: dasar Kkinerja_(the basic conceptions of performance) dapat
dilakukan pendekatan melalui the engineering approach defines performancedan
the economic marketplace approace. Kinerja menurut Engineering approach
diartikan sebagai rasio (perbandingan) antara sumber.daya yang digunakan (input)
dengan standar unit-unit “kerja. yang dihasilkan. Sedangkan the economic
marketplace approach berkaitan dengan tingkat produksi yang dihasilkan,
disesuaikan dengan penggunaan sumber daya tertentu (Widodo; 2001,207).

Dalam konteks DPRD maka Kinerja merupakan pelaksanaan Fungsi,
Tugas dan Wewenang, serta Hak yang diberikan kepada anggota dan/atau DPRD
pada priode tertentu. Sebagi wakil rakyat DPRD harus dapat memperhatikan,

menampung, menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakili.
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Sedangkan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan didaerah maka DPRD
harus dapat melaksanakan fungsinya baik fungsi legislasi, anggaran dan

pengawasan, bekerja sama dengan kepala daerah untuk mewujudkan cita-cita

aerah kabupaten
dan kota ng anggotanya
dipilih mela pemerintahan
daerah juga demokrasi dan
demokratisas itu merupakan

manifestasi bahwa a dibentuk berdasarkan emokrasi sebagai

perundang-undangan yang dibuatnya mencerminkan kebijaksanaan-kebijaksanaan
itu. Dapat dikatakan bahwa ia merupakan badan yang membuat keputusan yang
menyangkut kepentingan umum.

mengartikan DPRD adalah “institusi yang menjadi tumpuan untuk

memperjuangkan kepentingan masyarakat daerah secara luas”.
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2.1.12 Peraturan Daerah

Dalam penyeleggaraan pemeritahan, tingkat pusat maupun daerah,
pembentukan  peraturan  perundang-undangan  sangat  penting  demi
keberlangsungan_pemerintahan.dan berkenaan-dengan aktivitas penyelenggaraan
pemerintahan. Perda baik provinsi, kabupaten/kota merupakan produk hukum
DPRD vyang telah di tetapkan kepala daerah dan mendapat persetujuan bersama.
Peraturan ‘Daerah berlaku lebih sempit terbatas pada daerah yang bersangkutan.
Peraturan daerah menurut Pasal 136 Ayat (1) UU Pemda 2004 sebagaimana
diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008. ditetapkan oleh kepala
daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD. Perda dibentuk untuk
penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan.tugas pembantuan.
Adapun Perda menurut ayat (3) UU Pemda merupakan penjabaran lebih lanjut
dari peraturan perundang-undangan yang lebih, tinggi dengan melihat ciri khas
masing-masing daerah. Perda tidak boleh bertentangandengan kepentingan umum
dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dalam pembentukan Perda masyarakat berhak memberikan masukan
secara lisan atau tertulis dalam rancangan Perda. Pembentukan, pembahasan, dan
pengesahan rancangan Perda berpedoman harus kepada peraturan perundang-
undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 139 UU Pemda. Perda berlaku setelah
diundangkan dalam lembaran daerah. Perda disampaikan kepada Pemerintah
pusat paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan. Perda yang bertentangan
dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih

tinggi dapat dibatalkan oleh Pemerintah pusat.
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Untuk melaksanakan Perda dan atas kuasa peraturan perundang-undangan,
kepala daerah
menetapkan peraturan kepala daerah dan atau keputusan kepala daerah. Peraturan
kepala daerah dan-atau keputusan kepala daerah tidak boleh, bertentangan dengan
kepentingan umum, Perda, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Perda diundangkan dalam lL.embaran Daerah .dan Peraturan Kepala Daerah
diundangkan dalam Berita Daerah. Pengundangan Perda dalam Lembaran Daerah
dan Peraturan Kepala Daerah dalam Berita Daerah dilakukan oleh Sekretaris
Daerah. Untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan
penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan
Polisi Pamong Praja. Pasal 12 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Materi
muatan peraturan daerah adalah selurun materi muatan dalam rangka
penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan-menampung kondisi
khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang undangan.

Terkait dengan muatan Perda Armen Yasir menjelaskan bahwa:
Dalam penyelenggaraan Peraturan daerah dapat. mengatur segala urusan
pemerintah dan kepentingan masyarakat daerah yang tidak diatur oleh pemerintah
pusat sepanjang merupakan kewenangan atau penjabaran peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi yang terkait kewenangan otonomi dan tidak
bertentangan dengan peraturan perundangundnagan yang lebih tinggi.

Di bidang tugas pembantuan Peraturan Daerah tidak mengatur subtansi
urusan pemerintah dan atau kepentingan masyarakat melainkan hanya mengatur

tata cara melaksanakan subtansi urusan pemerintah atau kepentingan masyarakat
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2.2  Kerangka Pemikiran

Pada penelitian ini penulis ingin melihat sejaunh mana Peranan Dewan
Perwakilan Rakyat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kota Pekanbaru.
Selanjutnya ker ulisd i n pemikiran seperti

gambar

Gamba ikiran Pengliti akilan
en erah Di
e

nan ew%}n.
yat Daerah
i
da
Inisiati aturan Daerah

Sumber :Olahan Peneliti, 2021
2.3  Konsep Operasional
1) Peranan sebagai “sesuatu perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang
yang menempati suatu posisi dalam masyarakat
2) Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan

oleh pemerintahan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
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berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam undang-

\ )

e
I
o
-
A\

Peraturan Daerah baik provinsi, kabupaten/kota merupakan produk
hukum DPRD yang telah di tetapkan kepala daerah dan mendapat

persetujuan bersama.
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Variabel yang akan dianalisis dalam penelitian ini dioperasionalkan sebagai

berikut :
Tabel 1lI. 1 Operasional Variabel Penelitian Tentang Peranan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan
Daerah Di Kota Pekanbaru
Konsep Indikator Sub Indikator
Peranan  sebagali
“sesuatu perilaku yang-|1. Peran Aktif adalah peran yang — [a.Membahas dan
dilaksanakan oleh | diberikan oleh anggota menyepakati
seseorang yang | kelompok karena kedudukannya aturan
menempati suatu | didalam kelompok sebagali b.Memberikan
posisi dalam | aktifitas kelompok, seperti Masukan
masyarakat. .Peranan | pengurus, pejabat dan lainnya
adalah  memandang | sebagainya
konsep sebagal
perkiraan tentang
yang diharapan dari (1. Peran Partisipasif adalah peran
seseorang dalam | Yang diberikan oleh anggota a. Mengingatkan
posisi tertentu - yang | /kelompok kepada kelompoknya " ‘jenequr

lebih dikaitkan dengan
sifat-sifat pibadi
individu itu dari pada
dengan posisinya. Ada

dua hal yang jelas
termasuk dalam
peranan dan bukan
posisinya yaitu
tanggung jawab
(responsibility)  dan
otoritas

(authority) (Rauf,
2005 :16)

yang memberikan sumbangan
yang sangat berguna bagi
kelompok itu sendiri yang
sangat berguna bagi kelompok
itu sendiri

. Peran Pasif adalah sumbangan

anggota kelompok yang bersifat
pasif, dimana anggota kelompok
menahan dari agar memberikan
kesempatan kepada fungsi-
fungsi lain dalam kelompok
sehingga berjalan dengan baik.

a. memberikan
surat
peringatan

b.memproses atau
menindak lanjuti

Sumber : Olahan Peneliti, 2021
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BAB Il
METODE PENELITIAN

3.1  Tipe Penelitian

jarkan kenyataan
bertujuan

atif melalui

5 &

pada analisis

g ketentuan

ghasilkan data

=~ %
Sy Y
takaagy

.‘\\\a

dan berperilaku

DPRD yang ada di kota dan deka ovinsi sebagai perbandingan kinerja
seharusnya Pekanbaru akan menjadi percontohan bagi DPRD lainnya, oleh sebab

itu penulis tertarik dengan lokasi ini.

3.3 Informan Penelitian
Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan

informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian (Moleong 2000 :

51
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97). Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang

akan diteliti.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan informan penelitian utama

Sumber :

3.4
Penelitian selalu berhubungan dengan data, karena dari data yang telah
diolah akan menunjukkan suatu fakta, intinya ada dua bagian data yang sering
digunakan didalam suatu penelitian yaitu data primer dan data sekunder.
1. Data primer

Data primer adalah data asli yang dikumpulkan oleh peneliti untuk

menjawab masalah penelitiannya secara khusus, data ini langsung
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ditemukan oleh peneliti ketika melakukan penelitian dimana hasilnya

lebih akurat dan terpercaya, data ini diperoleh melalui wawancara

yang bersumber dari informan penelitian.

dengan menggunakan pedoman wawancara Yyang spesifik dan
terstruktur.Wawancara terfokus digunakan untuk tujuan memperoleh
data atau opini dari responden yang bersifat khusus, seperti masalah-
masalah yang sangat pribadi atau rahasia.\Wawancara bebas dilakukan

oleh peneliti dengan tidak menggunakan panduan khusus.
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2. Observasi
Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja,

sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis

ainya. Dengan

entasi dalam

3.6

Analisis data adalah proses mencari dan mengatur wawancara dan catatan
yang diperoleh di lapangan serta bahan- bahan lain yang telah dihimpun sehingga
dapat merumuskan hasil dari apa yang telah ditemukan. Relevan dengan jenis
penelitian yaitu penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, maka tekhnik
analisis yang digunakan adalah tekhnik analisis kualitatif. Data yang telah

terkumpul berupa kata-kata dari berbagai sumber dianalisis secara intensif.
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Teknik Analisis data dilakukan dengan menggunakan tekhnik analisis data
kualitatif, dengan melakukan analisis secara intensif terhadap data yang telah

diperoleh dilapangan berupa kata-kata.
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BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

4.1 Kondisi

sungai siak yang me | dari barat ti e erupakan jalur

perhubung

diperkirakan penduduk pekanbaru mengalami laju pertumbuhan penduduk 7,34%.
Dalam sensus ini perempuan berjumlah 491.952 jiwa dan laki-laki 519.515 jiwa.
»  Laju pertumbuhan penduduk kota pekanbaru 7,34%.
»  wilayah adminitrasi kota pekanbaru terdiri dari :

Kecamatan 112 kec

Kelurahan 178 kel

56
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Jumlah RW :609 RW

Jumlah RT 1 2.589 RT

57

Tabel4.1: Jumlah Penduduk & Luas Wilayah Kota Pekanbaru

No.

1 ‘u“

2. yung

e

4' : ) ‘g :

llla: Ve

6' _ 5 N 1\

i 7 W =l
ol il

10.

e

11.

12.

o ®

Bl SR

72.970 Jiwa

Total

1.011,467 Jiwa

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru 2021
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4.2  lklim dan Curah Hujan
Kota Pekanbaru pada umumnya beriklim tropis dengan suhu berkisar

antara 21,0°C 34,7°C, secara umum kondisi iklim di Kota Pekanbaru dapat dilihat

dalam data berik

4.3

e Pinggiran kota pada umumnya terdiri dari jenis tanah organosol dan
humus yang merupakan rawa-rawa bersifat asam, sangat kerosif untuk

besi.

4.4 Pemerintahan
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Pemerintahan Kota Pekanbaru sebagai lbukota Kota Pekanbaru telah
berkembang dengan pesat seiring dengan kemajuan pembangunan dewasa ini.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.19 tahun 1987 tanggal 7 september, daerah

Kota Pekanbaru di

Kotz ) : didals erintahan  dan

pembangun ermasalahan dan

tantangan sosial ekonomi,

"Nl

<At

politik, buda

3
|-
é_ &
=
)
S
o
o
vy
3
C
C
o

melalui pemilihan umum®™ .
Memberikan keleluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi
daerah yang menjunjung tinggi prinsip demokrasi, peran serta aktif masyarakat,

pemerintahan dan keadilan.
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45  Sosial Kependudukan
Masalah penduduk di Kota Pekanbaru sama halnya seperti daerah lain di

Indonesia, untuk mencapai manusia yang berkualitas dengan jumlah penduduk

penduduk s

Ju pendu ? Si a ebanyak 754.467
jiwa dan tahun 2007. se '-L fami tambahan sebanyak
25,433 jiwa, apabila diba 1': : 5 ¢ n 2006 dari 12
(dua belas) Kecamatan di anba penduduk terbesar
adalah di Kecama aje a setie sedangkan yang

terkecil di Ke
4.6
rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah di provinsi/kabupaten/kota di Indonesia. DPRD disebutkan dalam UUD
1945 pasal 18 ayat 3 : "Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota
memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih

melalui pemilihan umum™ . DPRD kemudian diatur lebih lanjut dengan undang-

undang, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014.%2


http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/UUD_1945
http://id.wikipedia.org/wiki/UUD_1945
http://id.wikipedia.org/wiki/Undang-undang
http://id.wikipedia.org/wiki/Undang-undang
http://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_17_Tahun_2017
http://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_17_Tahun_2017
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Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota (DPRD Kota) merupakan lembaga
perwakilan rakyat daerah yang terdiri atas anggota partai politik, peserta
pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.

Sistem pemerintahan Negara berdasarkan 1945. Memberikan keleluasan
kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang menjunjung tinggi
prinsip demokrasi, peran sertacaktif “masyarakat, pemerintahan dan keadilan.
Dengan memperhatikan potensi dan keuangan daerah.”Hal ini dikuatkan dengan
Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Hal yang sanga
penting dalam_mempersiapkan daerah mewujudkan Good Government adalah
prinsip-prinsip. melakukan prilaku, mulai dari pola “pikir, managerial dan
perubahan untuk itu diperlukan Perencanaan Strategis. Dalam prinsip dasar Good
Government ada unsur akuntabilitas yang merupakan perwujudan untuk memberi
tanggung jawab Kinerja seorang pimpinan kepada pihak yang memiliki hak atau
wewenang untuk menerima tanggung jawab.

Sekretariat DPRD adalah unsur staff yang membantu Kepala Daerah
dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah.Sekretariat DPRD dipimpin oleh
seorang sekretaris DPRD Kota Pekanbaru:Pembentukan susunan organisasi dan
formasi Sekretariat sesuai dengan pedoman Menteri Dalam Negeri.Provinsi Riau
berdiri pada tahun 1946 dengan ibukotanya Tanjung Pinang. Pada tahun yang
sama DPRD Kota Pekanbaru letaknya berada di PasarBawah. Mengapa
dinamakan Kota Pekanbaru? Karena dalam Bahasa Melayu, pekan berarti “Pasar”
kemudian Pekanbaru berarti “Pasar Baru”.Sebutan ini dikatakan oleh masyarakat

melayu Tanjung Pinang.
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Pada tahun 1972 diadakanlah pemilihan umum kedua untuk memilih
wakil-wakil rakyat.Dan pada saat itu wakil-wakil rakyat Kota Pekanbaru telah

terpilih. Kemudian pada tahun 1973 wakil-wakil rakyat yang pada awalnya berada

di pasar bawah pin : irman.Pada mase pemerintahan Provinsi
hkan kantor

Balai Dang

rakyat maka
disepakati ang Merdu dan

pada tahun 1978 Balai Payung Sekaki dirubz njadi DPRD TK 11

Pekanbaru. Taht 8 t il: : yrmasi be an- dengan jatuhnya
Pemerintaha al ntuk mengganti

wakil-wakil re ] s ] asa : an Soeharto dan

Pekanbaru, Riau 28128, Indonesia.
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4.7  Nama-Nama Anggota DPRD Kota Pekanbaru.

Pada DPRD Kota Pekanbaru terdiri dari 8 Fraksi, diantaranya yaitu :
1. Fraksi Golkar

a) Hj MasniErnawati (Ketua)

SR L L)

ot
- :
A

>

c) Drs Maspend
d) Puji Daryanto
e) Hj Yurni (wakil)

4. Fraksi PDIP

a) Ir Hotman Sitompul (sekretaris)
b) Dapot Sinaga SE (ketua)

¢) Ruslan Tarigan
d) Hery Pribasuki (wakil)
e) Jhon Romi Sinaga
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Fraksi Gabungan (Partai
PPP,PKS,NASDEM) Partai PPP

Fraksi Gerindra

a) H Wan Agusti (wakil)

b) Sri Rubianti (sekretaris)

¢) H Fathullah

d) Zainal Arifin SE (ketua)
Fraksi PKB

a) Suprianto (wakil)

b) H Marlis Kasim (sekretaris)

64
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c) Zaidir Albaiza SH (ketua)

d) Yusrizal

Identitas Informan berdasarkan Umur :

No

65

ersentase

42%

58%

100%

berumur 21-

g berumur 31-

Persentase

1. -

2. Diploma 6 23%

3. S1 25 42%

4. S2 10 35%
Jumlah 41 100%
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Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2021

Pada Tabel 4.2 dari 41 yang digunakan dalam penelitian ini diketahui

bahwa tidak terdapats.orang Informan yang berpendidikan SMAJSLTA,

yang berpen 5 0ars : didikan S2

berjuml

L Yoh

disimpulka
digunakan

informasi ya

‘\\\\t\‘%\“’

_



BAB V

HASIL PENELITIAN

5.1 Peranan _Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan
Peraturan Daerah Di Kota Pekanbaru

Salah satu fungsi dari DPR/DPRD ialah dalam hal Legislasi, selain dari
Budgeting (Anggaran) .dan: €ontrolling. (Pengawasan). Legislasi disini artinya
ialah proses pembuatan UU (DPR) dan Perda/Peraturan daerah (DPRD). Sebelum
menjadi Perda, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan untuk menyetujui
sebuah Ranperda (Rancangan Peraturan Daerah), menjadi sebuah Perda.

Dalam  pembetukan Perda, usul prakarsa dapat datang dari pihak
legislative maupun dari pihak eksekutif dalam rangka
menyelenggarakan pemerintahan di daerah. Tetapi dalam kenyataannya,
pembentukan Perda Kota Pekanbaru, umumnya hanya berasal dari pihak eksekutif
saja, pihak legislatif hanya melegitimasi semua produk yang dibuat oleh
pemerintah. Kondisi ini membawa aroma kurang menyenangkan, dimana selama
para wakil rakyat duduk di parlemen saat ini, ternyata sangat nihil melahirkan
produk-produk hukum berupa Peraturan Daerah (Perda). Dari hasil wawancara
diketahui pada tahun 2021 ada 13 Ranperda yang dibahas dan semuanya berasal
dari pihak eksekutif saja. Namun pihak legislator atau dalam hal ini adalah DPRD
Kota Pekanbaru tidak ada memberikan ~masukan atau  mengajukan
Ranperda sebagai salah satu perwujudan fungsi legislasi yang dimilikinya. Hal ini
seharusnya dapat disikapi dengan serius oleh semua aktor yang mengemban tugas

dan fungsi yang telah diamanatkan kepada mereka atas nama kepentingan umum.

67
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Selain itu, Pada tahun 2021 ini, dari 13 Ranperda yang diajukan, hanya 6
Ranperda yang sudah dibahas dan ditetapkan menjadi Perda. Dampaknya, sisa

Ranperda yang belum dibahas akan secara otomatis dibahas pada tahun

511 Menyetujui
dari pihak
legislative d ‘ dalam rangka

menyeleng

kenyataannya,

pembentuka ihak eksekutif

saja, pihak dibuat oleh

pemerintah. 3 3 Jjkan, dimana selama

Ranperda sebagai salah satu perwujudan fungsi legislasi yang dimilikinya. Hal ini
seharusnya dapat disikapi dengan serius oleh semua aktor yang mengemban tugas
dan fungsi yang telah diamanatkan kepada mereka atas nama kepentingan umum.
Selain itu, Pada tahun 2021 ini, dari 13 Ranperda yang diajukan, hanya 6

Ranperda yang sudah dibahas dan ditetapkan menjadi Perda. Dampaknya, sisa
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Ranperda yang belum dibahas akan secara otomatis dibahas pada tahun
selanjutnya.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kota P aat wawancara di

SNt 'o..
: ﬁ?rﬁﬂl%lﬁasg{“q%@ 3

u sebagai Key

“pembahasan tetap ada, karena tidak mungkin sebuah
produk hokum ada begitu saja tanpa kita bahas, dan itu
mustahil juga, jadi begini, seluruh Ranperda yang
diusulkan oleh pemerintah untuk dijadikan program
pembentukan peraturan daerah setiap tahunnya kita bahas
secara bersama pemerintah kota, tentu dengan dinas-dinas
atau badan terkait yang mengusulkan” (Wawancara, 10
Agust 2021 )
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Berikut juga dengan pertanyaan lain yang diajukan kepada salah satu

Anggota Bidang Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru

dengan pertanyaan bagaimana menurut bapak/ibu pembahasan yang dilakukan

DPRD Kota Pekanbaru bersama walikota ? adapun jawabannya sebagai berikut :

“ Pembahasan tetap seperti biasa, dimana biasanya
pemerintah menyurati kita .dulu, Kita disini ya DPRD,
sebelumyusulan mereka Kita“setujui, Kita bahas secara
internal di Bapemperda, biasanya yang Kita setujui selain
Ranperda wajib seperti LKPJ KDH, LPP APBD, APBD
Murni, APBD Perubahan dan Ranperda-ranperda
prioritas”.

Pertanyaan lainnya ketika ditanya Anggota Bidang Ekonomi Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru dengan pertanyaan langkah apasaja

yang dilakukan DPRD kota Pekanbaru sebelum mengajukan usul

terkait

rancangan peraturan. Daerah Kota Pekanbaru ? adapun jawabannya sebagai

berikut :

“langkah-langkah yang kami lakukan adalah, kita panggil
walikota melalui  rapat Bapemperda, kita minta
Rapemperda apasaja yang akan dibahas dan ada berapa
jumlahnya, itu semua kita Tanya sewaktu rapat, selah itu
baru kita seleksi ‘mana yang prioritas yang sangat
dibutuhkan saat ini, begitu kira kira”

Selanjutnya pertanyaan lain kepada anggota bidang lainnya dalam hal ini

yang ditanyakan adalah bagaimana menurut bapak/ibu terkait pembahasan usu

rancangan perda ? adapun jawabannya sebagai berikut :

Menurut saya, selama ini telah sesuai dengan aturan yang
berlaku, sebelum dilakukan pembahasan seperti ini, dan
kalau memang ranperda tersebut kajiannya tidak sesuai
dengan keadaan saat sekarang, dan sama-sama kita ketahui
dimana pekanbaru ini perkembangannya cukup cepat, ya
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kita sesuaikan, kita lihat naskah akademisnya apa patur di
perbaiki ya diperbaiki dan kalau Oke ya lanjut begitu.

Sedangkan berdasarkan hasil observasi dilapangan, penulis melihat masih

Sebagaimana yang dikatakan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kota Pekanbaru sebagai Key Informan wawancara di ruangannya dengan
pertanyaan menurut bapak/ibu apakah ada dampak atau perubahan dari sebelum
djilakukan usul rancangan sampai pada pembahasan pertama dengan pelaksanaan

yang dilakukan ? adapun jaawabannya dapat penulis uraikan berikut :
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“ya, pasti ada dampak perubahan dalam perlaksanaan,
kalau tidak ada perubahan, berarti pemabahasan sama saja
tidak ada. Kita tetap mendahulukan kepentingan rakyat
sesuai dengan fungsi dari DPRD disinilah proses
politiknya”.

program
tahun

Hambatan ? berikut jawaban yang bisa penulis uraikan :

“secara prinsip tidak ada, mungkin kalau ranperda inisiatif
terkendala dana mungkin iya, karena butuh dana yang
tidak sedikit, sementara masyarakat kita masih banyak
kebutuhan-kebutuhan yang belum tercukupi”

Adapun pertanyaan lainnya yang penulis tanyakan dengan pertanyaan

bagaimana dalam proses pembentukan rancangan peraturan daerah tersebut
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keterlibatan DPRD Kota Pekanbaru sendiri ? adapun jawabannya penulis uraikan

sebagai berikut :

ibat itu bulan

Selanjutnya wawancara berikutnya dengan pertanyaan, program apa saja
yang dilakukan pembahasannya sehingga diterima dan program apa saja yang
tidak diterima dalam forum pembahasan peraturan terkait rancangan perundangan

? adapun jawaban informanya yaitu :
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“programnya Yya saya tidak ingat, coba kamu lihat aja
nanti, dibapemperda disana lengkap arsipnya, lihat saja
notulen rapat-rapat. Beliau hanya menjawab itu karna
buru-buru”

Berdasarkan hasil Observasi dilapangan, penulis mendapatkan arsip berupa
keputusan-kepususan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru. Dimana

diantaranya berupa :

No Keputusan Tentang

1 Keputusan DPRD Kota | Susunan Keanggotaan Badan
Pekanbaru Nomor 13 Tahun | Pembentukan Peraturan Daerah DPRD
2014 Kota Pekanbaru

2 Keputusan DPD Kota | Penetapan Perubahan Susunan
Pekanbaru Nomor 11 Tahun | Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan
2017 Perwakilan ~Rakyat . Daerah Kota

Pekanbaru Masa Jabatan 2014-2019

3 Keputusan DPRD Kota | Penetapan . Perubahan = susunan alat
Pekanbaru Nomor 12 Tahun | kelengkapan DPRD Kota Pekanbaaru
2018 Masa Jabatan 2014-2019

Sumber : Kantor DPRD Kota Pekanbaru, 2021

Berdasarkan hal tersebut diatas, -dari‘ hasil wawaneara, dan Observasi
tersebut dan Berdasarkan dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa
peranan DPRD Kota Pekanbaru sudah Cukup Berperan Namun Belum secara

Optimal.

5.2 Hambatan terhadap Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kota Pekanbaru

Meskipun secara teori dan Pelaksanaan Peranan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kota Pekanbaru sudah tersusun

dengan baik, namun dalam setiap pelaksanaan Tugas masih terjadi hambatan-
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hambatan atau kelemahan sehingga menyebabkan rencana yang tersusun tersebut
kurang berjalan secara efektif dari perencanaan.

Berbagai faktor penghambat yang dihadapi Peranan Dewan Perwakilan

ota Pekanbaru adalah

iyakan sesaat saja.
4. Hamtan lain penulis lihat yaitu kurangnya pemahaman terkait Undang-
undang terbaru dan kurangnya memahami tugas dan fungsi secara

maksimal.
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BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai Peranan Dewan

Daerah Di Kota

dan Observasi
tersebut dan Be an dari has : : Jisimpulkan bahwa

kan Peraturan

Ak

o
[ab]
@
QD
-0
o

Belum secara

i L Y

rancanangan peraturan berupa rancangan inisiatif terkendala dana kemudian
terkait penyusunan program ini hamtannya kurang. Hamtan lain penulis lihat yaitu
kurangnya pemahaman terkait Undang-undang terbaru dan kurangnya memahami

tugas dan fungsi secara maksimal.

76



nery wejsy sejsIAm ueeyeisndiog

DI disay yepepe fur udwnyo(

77

6.1.2 Saran

1. Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan
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